
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 
di Provmsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 
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Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 
RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 3961) 

1 Mengmgat 

Orgarusasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pom a diatas, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan 
Orgarusasi, Togas dan Fungsi serta Tata KeIJa Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
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bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan 
struktur orgamsasi Perangkat Daerah dr lmgkungan 
Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu 

Memmbang a 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 
NOMOR 7 TAHUN 2023 

PROVINS! MALUKU UTARA 

BUPATIHALMAHERASELATAN 

I ,, 



PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

Memperhatikan Surat Kementenan Dalam Negen Nomor 061/4257 /OTDA 
tertanggal 29 .Jum 2021 Penhal Pertimbangan 
Penyederhanan Struktur Orgamsasi Perangkat Daerah 
d.1l111gku11ga.[1 Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota 
Provmsi Maluku Utara 
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Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pebentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Helamhera Selatan, 
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Perangkat Daerah Provmsi Dan Daerah Kabupaten/Kota 
Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 
Urusan Pemenntahan (Benta Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 197), 

6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 

4 Pei aturao Pemermtah No111or 18 Tahun 201G Te11ta.i1g 
Orgamsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah 
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187), 

5 Peraturan Menten Dalam Negen Repubhk Indonesia 

..,,....,. ..,, 
'TL.U'TJ, 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5587) sebagaimana telah kedua kah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 
RI Tahun 2015 Nomor 59), 

2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
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Pasal 2 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Halmahera Selatan merupakan unsur penunjang Urusan Pemenntahan 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

BAB II 
KEDUDUKAN, SUS UN AN ORGANISASI, TOGAS DAN FUNGSI 
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keahhan dan/ atau keterampilan tertentu 
13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bensr fungsi dan 

tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan pubhk serta adrrumstrasi 
pemenntahan dan pembangunan 

14 Unit Pelaksana Tekrns yang selanjutnya dismgkat UPT adalah Unit 
Pelaksana Tekrns Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
yang melaksanakan kegiatan tekms operasional tertentu yang secara 
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat 
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9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

11 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara 
dalam rangka merrumpm Satuan Orgarnsasi Perangkat Daerah 

12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bertsr fungsi dan 
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Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara 
Pemenntahan Daerah 

6 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Halmahera 
Sela tan 

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan pemenntahan daerah yang terdm dan Sekretanat 
Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah dan Badan 
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan 
1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
2 Pemenntah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemenntah 
3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 
4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan 

TJ//f'""""9"'._'P,_.TT a ..... 'W' .. ._ ,. ....... ,. 
A.l:.t.1..1:.t.l'I .I. UA.l'I U1Y.1.U1Y.1. 

BABI 
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2 Pengkoordmasian penyelenggaraan Pemenntahan Bidang Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 

3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemenntah Daerah 
Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 

4 Pembmaan adrmmstrasi dan Aparatur Pemenntah Daerah Bidang 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 

Pasal 5 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi 
1 Perumusan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan 

urusan penunjang pemenntahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan 
yang diberikan kepada pemenntah daerah 

D-rl-- ........ --- ---- ,-...- ... -1 4- __ ,... mcmbantu D ,--+-• ....t~1-- ---..- .... -1----"--1,-- J.Ja.ucu.J. .Y a .. u5 J..uvJ.J.J.,PU.J.J.J cu u .... 0a...:. .I..LJ.v.1.J.J.UC..J. LU. J.Ju paLJ. UL1..1.CU.J.J. J.J.J.v.u_y vJ.vJ.1.55a..1. an.cu.1. 

Pasal 4 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, dipimpm oleh seorang kepala 

Paragraf 1 
BAD AN 

Bagian Ketiga 
Tugas dan Fungsi 

(2) Bagan Susunan Orgamsasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada 
lampiran Peraturan Bupati 1n1 

TT- • .._ n-1-1----- '1'-1---- /TTn'T'\ 
V .lJ..l L .1 C.1a.n..Ocl.J..1Cl. .1 C.t\.J.J..10 \ V l l J f 

d 

c 

1 Sub Bagian Umum dan keuangan, dan 
2 Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program 
Bidang Pengembangan, Pembmaan dan Informasi Pegawai, dan 
Kelompok J abatan Fungsional, 
Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai, 
dan Kelompok Jabatan Fungsional, 
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Kelompok Jabatan 
Fungsional, dan 

e 

Badan, 
~PlrrPti:iru:it Ri:irli:in tPrrl1n rli:in __ ..,.._ ----~ ..... , -- ... -·~- --- ... 

a 
b 

PasalJ 
( 1) Susunan Orgamsasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Daerah terdm atas 

Bagian Kedua 
Susunan Orgamsasi 

1 I 1 1 1 T""'I- 1 1_ r, 1 I ~ 1 
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yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan 
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7 Pengoordmasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 
Laporan Keuangan Badan, 

8 Pengelolaan kepegawaian di hngkungan Badan Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 

9 Pelaksanaan morutonng, evaluasi dan pelaporan sesuar dengan hngkup 
tugasnya, 

10 Pengendahan pelaksanaan tugas UPT, dan 
11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

Pasal 7 
Dalam menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 
Sekretanat Badan menyelenggarakan fungsi 
1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan 

dan anggaran di hngkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah, 

2 Pemomaan dan pembenan ctukungan adrmmstrasi yang menpun 
keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsrpan, 
kerumahtanggan, dan pelayanan adrnnustrasi di hngkungan Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 

'3 P1:"ngord1nBs18n, pernbtnaan dan pl:'nc1.t;:ii:1_11 orgarusast dan tflt8 laksana i:11 
hngkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 

4 Pengoordmasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 
pelaksanaan advokasi hukum di lmgkungan Badan Perencanaan 
Pembangunan dan Penehtian Pengembangan daerah, 

5 Pengoordmasian pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemermtah 
(SPIP) dan pengelolaan mformasi dan dokumentasi, 

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 
barang/jasa di lmgkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
n~1~+ 1-..~- n~~-~1-.. 
.1 '-..,.1.Q.t..J.J..l.ct.i.i. L-'0.'-'.1 a...11., 

pemantauan, evaluasi, pelaporan mehputi keuangan, hukum, mformasi, 
kehumasan, keorgarnsasian dan ketatalaksanaan, pembmaan 
ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan 
dan penatausahaan aset, dan pelayanan admmistrasi di hngkungan Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah berdasarkan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku 

-- ---- __ , --- - - 
JJCU~VU1 U1Ud..:>1d.U, 

, __ , __ , __ - 
1\.C U1Jd.1\.C:Ul, 

-- • 1 •. 1 _ - - • - - • 
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Pasal 6 
Sekretanat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, 
dipimpm oleh seorang Sekretans yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

1 r: uc::u1 1uug;:,111yc:1. 
5 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
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program Badan, 
3 Pengmtegrasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, 
4 Penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD Badan, 
5 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan 

dan Penyusunan Program, 
6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Pasal 11 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub 
Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi 
1 Pengoordmasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, 

'T") __ -- _i __ , _..._ -- -----1- 1 __]_ (""1_1_ -L- - -'-- ---------- L --- .1..Jc:t.g1a.11 uc:t.11 uc:1 La.ugguug Jd.Wc:t.u n.cpc:t.uc:t. ut::h...ltLc:t.11;:, uc:u1 1111:a11pu11yc:u Luga.;:, 

melaksanakan penyiapan dan koordmasi penyusunan rumusan 
perencanaan, evaluasi program dan pelaporan Badan sesuai pedoman kerja 
dan ketentuan yang berlaku 

Pasal 10 
Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, diprmpm oleh seorang Kepala Sub 

- - -- - - ,__ - - - - ,__ - - -- - pc111c11.t\..:,a.a.c:u1 n.cuc:u1gc:u1, 

5 Pelaksanaan perbendaharaan, dan 
6 Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan 
7 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Pasal 9 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub 
Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi 
1 Pelaksanaan admmistrasi kepegawaian, 
2 Pelaksanaan tata usaha dan pembmaan tata usaha, 
3 Pelaksanaan urusan rumah tangga, 
4 Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan 

n 1 T"""'lc TT 1 TT 1 1 1 1 1 1 I"\ 
..:,uu Dct.glc:Ul U111U111 Uc:Ul .l\..C:::Uc:Ulgc:Ul ~euct.gc:UHlc:Ulcl Ullllct.K~UU JJclUcl JJcl~c:U 0 ct.yct.L 

(1) huruf b angka 1, dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
bertanggung jawab kepada Sekretans dan mempunyai tugas membantu 
Sekretans dalam melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, 
perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, 
akuntansi, venfikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan 

Pasal 8 
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Pasal 14 
Bidang Mutasi ,Kepangkatan Pensrun dan Kesejahteraan Pegawai 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1) huruf d, dipimpm oleh seorang 
Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan 
mempunyai tugas merumuskan kebijakan tekms bidang Mutasi, 
Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai sesuai pedoman kerja 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Paragraf 4 
BIDANG MUTASl,KEPANGKATAN PENSIUN DAN KESEJAHTERAAN 

PEGAWAI 

n , T"'\ ,_ ---- ....:1 __ y __ ,r T"\ _ 

rc;11~c;111ua.u~cu1, rc111uu1a.cu1 ucu1 1111u11ua.;:,1 rc~a.wcu, 

11 Pembmaan adrmmstrasi dan Aparatur Bidang Pengembangan, 
Pembmaan dan Informasi Pegawai, 

12 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

Bidang 

n ,_ ---- -.1 __ y_r_~ T"'\ _ 
rc;i11uu1a.cu1 ucu1 1111u1111a.;:,1 rc~a.wcu, 

4 Perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN dan P3K, 
5 Pemlaian dan evaluasi kmerja aparatur, 
6 Pengelolaan sistem mformasi kepegawaian, 
7 Penyusunan formasi dan kebutuhan ASN dan P3K, 
8 Penyelenggaraan proses pengadaan dan penetapan nomor mduk pegawai 

ASN dan P3K, 
9 Pelaksanaan program dan petunjuk pembmaan aparatur, 
10 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada Pasal 12, 
Bidang Pengembangan, Pembmaan dan Informasi Pegawar 
menyelenggarakan fungsi 
1 Perumusan kebijakan tekrus pengembangan, pembmaan dan mformasi 

pegawai, 
2 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengembangan, 

Pembmaan dan Informasi Pegawai, 
3 Pengoordmasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan, 

Pasal 12 
Bidang Pengembangan, Pembmaan dan Informasi Pegawai sebagaimana 
drmaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c, dipimpm oleh seorang Kepala 
Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai 
tugas merumuskan kebijakan tekrns Bidang Pengembangan, Pembmaan 
dan Informasi Pegawai sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku 

T"\T~ A l\T,.., T"\T""l\T,.., T""1' KT'\ A l\Tr, A 1\T T"\T"'\1', /fT"\Tll!t.T A II 1\T ~ A 1\T T1\TT"'\,....,.~1' If" JI r,y T"\T"'\_,.., A TTY AT 
DlLJrtl'IIU rC..1'11UC..1V1Drtl'IIUrt1'11,rC..1V1D11'11rtrtl'II JJrtl'II 11'\II'Vl'UVlrtul rc,u~vv~ 

Paragraf 3 
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4 Pengoordmasian dan fasihtasi kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan, 
5 Perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi, 
6 Fasihtasi pelaksanaan diklat tekrus fungsional, 
7 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi 

aparatur Pemenntah Daerah dt Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan 
8 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Pasal 17 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, 
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai, 
2 Pengkoordmasian penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, 

---· - _, ,__. - _,_ - ,... ·-·- ---· _ _,_ -- ···--'----- - -·- -- t.. __ ,_,_. 
~c;~ua.1 JJCUU.l.l.la.1.1 .t\.ClJd. Ua.11 JJC.ld.LU.la.1.1 JJC.l u.uua.1.15-u.11ua.1.15a.1.1 ya.115 UC.lld..t\.U 

Pasal 16 
Bidang Pendrdikan dan Pelatihan Pegawai sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 ayat ( 1) huruf e, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas 
merumuskan kebijakan tekms Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Paragraf 5 
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIAHAN PEGAWAI 

pensrun pegawai, 
5 Penyiapan bahan pengelolaan kesejahteraan pegawai, 
6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Mutasi, 

Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai 
7 Pembmaan adrrumstrasi dan Aparatur Bidang Mutasi, Kepangkatan, 

Pensrun dan Kesejahteraan Pegawai 
8 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

,1 T""\ 1 1 - - --- _ _c, __ - ...J -1-- --- - - --- L- - ...J - - -- -- -- - - 1-- - - - -1-- L- - .-l - - -r rc;1cu{~a.11a.a . .1.1 VCl 111.t\.d.~1 UU.t\.UlUC.1.1 lUULct.~1 Ua.11 JJl uu1u~1, .t\.CjJa.llg.t\.a.Lct.11 Ua.11 

kesejahteraan pegawai, 
2 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Mutasi, 

Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai, 
3 Pengoordmasian pelaksanaan mutasi dan promosi, kepangkatan, 

pensiun dan kesejahteraan pegawai, 

1 , 1 _ 1 1 T'"\ 1 1A 
::,e uct.gct.1111d.11d. UHHct.K.::, U U .l)d.Ud. r ct.:=,d.1 1 '-t, 

Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai 
~ 1 1 1 - 
JJd.ld.111 111t:Hyt:1t:11ggd.1 d.K.d.11 LUgct.:=, 

Bidang Mutasi, Kepangkatan, 
menyelenggarakan fungsi 
1 Perumuskan kebijakan tekrns bidang mutasi, kepangkatan, pensiun dan 

Pasal 15 
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, __ ..a_ __ ..._ -- -- _.._ -- .... ...J _, _ 
l\..CLCJ.J.LUc:t.J.1 }JCJ. c:t.LUJ. CUJ. }JCJ. UJ.lUCUJ.~-uuucuJ.~CUJ., 

(3) Selam melaksanakan tugas dan fungsmya sebagaimana drmaksud 
dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas 
membenkan pelayanan fungsional terkart mekamsme koordmasi dan 

Pasal 21 
(1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat pimpman tmggi pratama, pejabat 
administrator atau pejabat pengawas yang mermhki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan jabatan fungsional masmg-masmg berdasarkan 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 

Bagian Kesatu 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 20 
Kepala Badan, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan 
diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaiarr/Bupatr 

T'\_ - - - TT-.l - .uc:t.~J.CUJ. n.c;uuc:t. 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 19 
(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon 

Ilb, 
(2) Sekretans merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illa, 
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illb, 
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa 

BAB IV 
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 
Eselorusasi 

'T"\_ -L ... - - 'T'\ --L L------1 ... 
rcac:t.LUJ.CUJ. .UU}Jc:t.LJ. LCH:>CUUJ.J.J. 

Pasal 18 
(1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekrns (UPT) untuk 

melaksanakan kegiatan tekms operasional dan/ atau kegiatan tekms 
penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpm oleh kepala UPT 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan 

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Tekrns diatur dengan 

BAB III 
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/1 \ T-1--L- - n_,_, - - _ - - - T-1--L- - n ---- - - ---- , ,_ _ T'tT\ ....__ , _ \.lJ va.ua.La.11 rc:1a.K;::,a.11a. ya.11b ua.ua.La.11 rcuba.wa.;::,uya. \C;::,c:1vu 1 v J LC:11\.cua. 

dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan 
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan 
a Unit KeIJa yang masih mermhki Jabatan Administrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 
Administrator atau Eselon III 

b Unit KeIJa yang tidak merruhki Jabatan Administrator, jabatan 
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 
Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon II 

Pasal 22 

Bagian Kedua 
Jabatan Pelaksana 

...1 -'--- - - -'- 1 _ - - 1- - - .-1 - - - 1 _ - - 1 _ - L L - 1- - - -1 - - 1_ - 1- - - 1 _ - - - U1LCULU1\.cU1 uc:1ua.;::,a.11\.cU1 1\.CUULUUa.11 Ua.11 UC:Ua.11 1\.C:1Ja. 

(12) Togas, jerns dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku 

Ir\ T"'\ , __ ...._ r , ------ ...i ...... , , "'--TT- - __ , _ 
\UJ rc:Jd.Ud.L 1uub;::,1vua.1 ya.ub U1LUUJU1\. ;::,c;ua.!:,cU 11111 n..c:1Ja. ;::,c;ua.ba.1111a.ua. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Badan 

(7) Tim KeIJa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdm dan 
a Ketua Tim, dan 
b Anggota Tim 

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua um untuk pelaksanaan 
tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan 
perangkat daerah yang membidangr 

(9) PcJa.ba.t Fu11gs101-1a.l yang d1tu11Juk scba.ga.i anggota T1111 kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan 
berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Badan tersebut atau 
diluar Badan, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan orgamsasi, 

(10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 
melaksanakan mekarnsme koordmasi dan pengelolaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mlai Angka Kredrt 25°/o 
dan Angka Kredrt Kumulatif 

(11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 
_lJHU_lJH1cU1 uugg,1 _1)1 d.LcUHd. ::,e::,ucU ueugcU1 L1ucU1g kect.l1l1cU1 UcUl 

keterampilan, 
(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdividu dan/atau 
dalam um kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kmerja 
orgamsast 

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara mdividu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara 
berjenjang kepada kepala Badan 

-10- 



Setiap laporan yang diterima oleh pejabat adrmmstrator dan pejabat 
pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun 
laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan 

n 1f"\r 
.C-d.~CU L.U 

Pasal 25 
Setiap Pimpman Satuan Orgamsasi di lmgkungan Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 
dan bertanggung jawab kepada atasannya masmg-masmg dan 
menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

perundang-undangan 
1--L- -L - - 
.t\.t;;Ll:;I1LUCU1 sesuai _,_,_ -- ,__ - 

Ulld.}JUl .t\.C:Ul 

Pasal 24 
( 1) Setiap pimpman satuan orgamsasi bertanggung jawab mermmpm dan 

mengoordmasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah 
ditetapkan, dan 

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dnkuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta 

Pasal 23 
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di hngkungan Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menerapkan prmsip 
koordmasi, integrasi, dan smkromsasi balk di lmgkungan masmg-masmg 
maupun antar satuan orgamsasi di hngkungan Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah serta dengan mstansi lain di luar 
hngkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sesuai 

BAB VI 
TATAKERJA 

1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1_ 1 1 1 
Ud.11 _l)e1ct.K::,cU1d.cU1 _l)e11yeue111ct.1ld.d.ll UUUKJ.ct.::,1 LeLd._lJ ue1KeUUUUKd.ll Ud.ll 

bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV 
(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaiari/ 

Bupatl 
(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di hngkungan 

Badan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah diatur 
dengan Peraturan Bupati tersendm 

(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak 

-11- 
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tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan Orgarusasi Perangkat 
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan trdak berlaku 

n--· 1..._1.. __ 1--'- -- _,. __ n---'-· --- TT---1- ~----1.. l\T---- f"\1 'l'-1..· __ nn,r.: 
.1 c;.1uuc:t.1.1a..1.1 .n.c;u5a. a.La..:> .1 c;.1a.Lu.1a..1.1 .a.c;_pa..ia. J..1a.c;.1a..1.1 1,vu.1v1 .G.1. .1a..1.1u.1.1 .GV.1.V 

Pasal 28 
Dengan berlakunya Peraturan 1n1, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Orgamsasi 
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

BAB VIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 27 
Dengan berlakunya peraturan Bupati 1n1, pejabat yang menduduki 
jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 
Pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati 1n1 

T1fll'9'"Ul'l"I"" .. .,."" .. .,. A ..... 9'9' .... A T TTT A .. .,. 
.n..c, .l .C.11 .l U .l'l.11 r .C.n.n.JJ.l.n..n.J. I 

BAB VII 
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RUSDI HASAN ,SH.MR 
Nip 19830702 200812 1 002 

TTD 

Salman Sesuai dengan aslmya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Nip 1965-; 
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 
NOMOR 

SE!5EETARIS DAERAH 
KAB?ATEN HALMAHERA SELATAN, 

(( I \ 

Diundangkan di Labuha 
pada tanggal 16 pe r Pri 2023 

LATAN 

Drtetapkan di Labuha 
Pada tanggall 6 '!i1ebr,:ari 2023 

T""\ T"'"t 1 1 1 1 1 J 1 1J 1 
rclct.LUldll DUj.Jd.U 1111 111Uldl UC11d.KU j.Jd.Ud. Ldllggct.1 UlLCLd.j.JKdll 

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
mi dengan penempatannya dalam Senta Daerah Kabupaten Halmahera 
Sela tan 

Pasal 29 

-13 - 

• . ' 



N BUPATIHALMAHERA 

PROGRAM 
PENYUSUNAN 

DAN 
PER EN CANAAN 

BAGI AN 
SUB 

I 

I UNIT PElAICSANA TEKNIS (UPT) I 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG BIDANG 

PENGEMBANGAN MUTASI 

PEMBINAAN KEPANGKATAN 

DAN PENSIUN 

IN FOR MASI DAN 

PEGAWAI KESEJAHTERAAN 
PEGAWAI 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

I 

PEGAWAI 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

BIDANG 

I 

SUB 
BAGIAN 

UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

I 

SEKRETARIAT 
KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAl 

I 

BAD AN 
KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
NOMOR 7 TAHUN 2023 
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